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4.1 KesimpuJan 

BAB IV 

PEl UTUP 

Mekanisme p mutusan hubungan kerja adalah caTa kerja suatu 

badan atau organ (pekerja/ pegusaha/ pemerintah) daJam melakukan 

pemutusan hubungan kerja. DaJam hal ini apabila pemutusan hubungan 

kerja terjadi demi hukum berarti telah putus dengan sendirinya tanpa 

adanya tndakan hukum dari pekerja dan pengusaha. Pemutusan 

hubungan kerja oleh pekerja dilakukan dengan meminta persetujuan 

terlebih dahuJu dari pengusaha. Sedangkan pemutusan hubungan kerja 

oleh pengusaha harus dilakukan perundingan dengan pihak pekerja 

terlebih dahulu, apabila tidak menemukan kesepakatan pengusaha harus 

mendapatkan ijin dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

Daerah setempat. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan yaitu 

permintaan pemutusan hub\mgan kerja dari masing-masing pihak kepada 

pengadilan berdasarkan aJasan penting, yaitu didasarkan pada Perbuatan 

Melanggar Hukum akibat dari tidak dilaksanakannya putusan dari 

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat oleh pihak yang 

kaJah. 
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